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Abstract: Pro bono legal aid plays a crucial role in ensuring access to justice for 

groups of people who are economically unable to afford commercial legal services. 

In the context of the rule of law and the protection of human rights, the existence 

of pro bono legal aid not only reflects the social concern of the advocate 

profession, but is also an important element in the implementation of the principle 

of equality before the law. This article examines the contribution of pro bono legal 

aid to the enforcement of human rights in Indonesia through a juridical-normative 

approach with qualitative analysis of laws and regulations, professional codes of 

ethics, and practices in the field. The findings show that despite the normative 

obligation for advocates to provide pro bono services, there are still various 

structural barriers, including the lack of institutional support, low appreciation of 

pro bono services, and operational constraints in the field. Therefore, it is 

necessary to strengthen policies, inter-institutional synergies, and internalize 

social justice values in legal aid practices to ensure that pro bono is not only a 

formal obligation, but also the ethos of advocates' struggle in realizing substantive 

justice for all citizens. 

Abstrak : Bantuan hukum pro bono memainkan peran krusial dalam menjamin 

akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak 

mampu menjangkau layanan hukum komersial. Dalam konteks negara hukum dan 

perlindungan hak asasi manusia (HAM), keberadaan bantuan hukum pro bono 

tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial profesi advokat, tetapi juga 

merupakan elemen penting dalam implementasi prinsip persamaan di hadapan 

hukum. Artikel ini mengkaji kontribusi bantuan hukum pro bono terhadap 

penegakan HAM di Indonesia melalui pendekatan yuridis-normatif dengan analisis 

kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta praktik 

di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kewajiban 

normatif bagi advokat untuk memberikan layanan pro bono, masih terdapat 

berbagai hambatan struktural, termasuk minimnya dukungan institusional, 

rendahnya apresiasi terhadap layanan pro bono, serta kendala operasional di 

lapangan. Oleh karena itu, perlu penguatan kebijakan, sinergi antarlembaga, dan 

internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik bantuan hukum untuk 

memastikan pro bono tidak hanya menjadi kewajiban formal, melainkan juga etos 

perjuangan advokat dalam mewujudkan keadilan substantif bagi semua warga 

negara. 
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PENDAHULUAN 

Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (rechtsstaat), 

akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, realitas 

sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan ekonomi untuk 

memperoleh layanan hukum yang layak. Dalam konteks ini, praktik bantuan hukum secara cuma-cuma 

atau pro bono oleh advokat menjadi instrumen vital untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan 

bagi masyarakat kurang mampu. Istilah pro bono, yang berasal dari frasa Latin pro bono publico (demi 

kepentingan umum), merujuk pada pemberian jasa hukum secara sukarela dan tanpa imbalan oleh 
advokat kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Di Indonesia, kewajiban 

advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap advokat wajib memberikan 

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini diperkuat 
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oleh Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Cuma-Cuma, yang mengatur mekanisme pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh 

advokat. 

Pemberian bantuan hukum secara pro bono tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi 

juga manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika profesi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia). 

Melalui praktik pro bono, advokat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial dan 

perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal yang seringkali 

terpinggirkan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, pro bono menjadi sarana untuk memperkuat 

legitimasi dan integritas profesi advokat di mata publik.1  

Dalam praktiknya, bantuan hukum pro bono mencakup berbagai layanan, baik litigasi maupun 

non-litigasi, seperti konsultasi hukum, pendampingan di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, 

hingga advokasi kebijakan. Layanan ini diberikan kepada individu atau kelompok yang memenuhi 

kriteria sebagai penerima bantuan hukum, yaitu mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau 

terpinggirkan secara sosial. Untuk memastikan bahwa bantuan hukum pro bono tepat sasaran, advokat 

atau organisasi bantuan hukum biasanya mensyaratkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan 

tidak mampu dari pejabat setempat.2  

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasi bantuan hukum pro 

bono di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya 

kesadaran dan pemahaman advokat tentang kewajiban pro bono, keterbatasan sumber daya organisasi 

bantuan hukum, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan 

hukum pro bono. Selain itu, konflik internal dalam organisasi advokat juga dapat mempengaruhi 

efektivitas pelaksanaan bantuan hukum pro bono. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara 

pemerintah, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil untuk memperkuat 

sistem bantuan hukum pro bono di Indonesia.3  

Salah satu langkah positif yang telah dilakukan adalah pembentukan Pusat Bantuan Hukum 

(PBH) oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di berbagai daerah, yang bertujuan untuk 

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh advokat. PBH 

PERADI juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan bantuan hukum 

pro bono, yang mencakup prosedur penerimaan kasus, penunjukan advokat, hingga pelaporan dan 

evaluasi. Namun, keberhasilan PBH dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada dukungan 

dan partisipasi aktif dari para advokat serta sinergi dengan lembaga-lembaga terkait. 

Dalam konteks pendidikan hukum, praktik pro bono juga memiliki peran penting dalam 

membentuk karakter dan kompetensi calon advokat. Melalui keterlibatan dalam klinik hukum atau 

program magang di lembaga bantuan hukum, mahasiswa hukum dapat memperoleh pengalaman praktis 

dalam menangani kasus nyata, memahami dinamika sosial masyarakat, serta menginternalisasi nilai-

nilai keadilan dan empati. Dengan demikian, pendidikan hukum yang berbasis pada praktik pro bono 

dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas 

sosial dan komitmen terhadap pelayanan publik. 
Secara keseluruhan, bantuan hukum pro bono merupakan elemen krusial dalam upaya 

mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari 

tanggung jawab profesional dan moral, advokat diharapkan dapat menjalankan kewajiban pro bono 

dengan integritas dan dedikasi tinggi. Untuk mendukung hal ini, diperlukan kebijakan yang mendorong 

partisipasi advokat dalam program pro bono, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum, serta 

penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, sistem bantuan hukum pro bono di 

Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan dalam menjamin hak atas keadilan bagi 

seluruh warga negara. 

 

 
1 Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. The Indonesian Journal of International Clinical 

Legal Education, 3(4), 537-552. 
2 DIAN, N. O. (2024). PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA PRO BONO DALAM 

PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. 
3 Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. The Indonesian Journal of International Clinical 

Legal Education, 3(4), 537-552.) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran lembaga bantuan hukum pro bono dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat 

tidak mampu  di Indonesia 

Akses terhadap keadilan merupakan bagian esensial dari prinsip negara hukum yang menjamin 

bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar 

belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki realitas sosial-

ekonomi yang sangat majemuk dan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, akses terhadap keadilan 

sering kali menjadi sesuatu yang elitis dan mahal, terutama bagi masyarakat yang berada di lapisan 

terbawah secara ekonomi. Dalam situasi tersebut, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang 

berbasis pada prinsip pro bono publico atau yang sering disingkat pro bono, menjadi instrumen yang 

sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan keadilan substantif. Bantuan 

hukum pro bono bersifat sukarela dan biasanya tidak memperoleh pembiayaan dari negara. Meskipun 

demikian, keberadaannya bersifat pelengkap terhadap bantuan hukum yang diberikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyelenggarakan bantuan 

hukum secara terstruktur melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan dibiayai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam praktiknya, bantuan hukum pro bono 

banyak diberikan oleh organisasi masyarakat sipil, yayasan, kantor hukum, atau kelompok advokat 

yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan 

terhadap kelompok rentan.4  

Asas-asas yang Mendasari Bantuan Hukum Pro Bono 

Praktik bantuan hukum pro bono, harus berlandaskan pada asas-asas hukum yang kokoh, yang 

mencerminkan integritas profesi dan komitmen terhadap keadilan sosial. 

1. Asas Keadilan. Asas ini menjadi poros utama yang memberi legitimasi moral terhadap 

seluruh praktik bantuan hukum pro bono, karena tanpa prinsip keadilan, upaya 

memberikan layanan hukum gratis hanya akan menjadi praktik bantuan tanpa arah. 

Dalam konteks ini, keadilan dipahami bukan semata-mata sebagai persamaan formal di 

hadapan hukum, melainkan sebagai kesetaraan substantif yang menghendaki tindakan 

afirmatif bagi mereka yang secara struktural termarjinalkan dari akses terhadap 

mekanisme peradilan. 

2. Asas Non-diskriminasi. Bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, 

ekonomi, etnis, agama, gender, ataupun orientasi politiknya, berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum yang setara, adalah prinsip yang tak terpisahkan dari 

bantuan hukum pro bono. Oleh karena itu, lembaga atau advokat yang memberikan 

layanan ini wajib menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dalam proses seleksi 

kasus maupun dalam pendekatan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi klien. 

3. Asas Kemandirian. Kemandirian dalam praktik bantuan hukum pro bono bukan hanya 

menyangkut kebebasan dari intervensi negara atau kepentingan politik tertentu, tetapi 

juga mencakup otonomi dalam menentukan strategi advokasi, pemilihan isu, dan 

orientasi pergerakan hukum yang diambil. Hal ini memungkinkan lembaga bantuan 

hukum pro bono untuk secara kritis memilih kasus-kasus strategis yang memiliki 

dampak luas terhadap perubahan sistemik. 

4. Asas Profesionalisme dan Kerahasiaan. Kendati dilakukan secara cuma-cuma, layanan 

hukum pro bono harus tetap menjunjung tinggi standar etika profesi yang sama dengan 

praktik hukum berbayar, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi 

klien, memberikan nasihat hukum yang objektif, serta berperilaku profesional di dalam 

dan di luar ruang pengadilan. Dengan demikian, status ekonomi klien tidak menjadi 

alasan bagi turunnya kualitas pelayanan hukum yang diberikan. 

 
4 Farid, A. M. (2023). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Strata Social and Humanities Studies, 1(1), 

10-18. 
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5. Asas Kepentingan Umum. Prinsip ini menegaskan bahwa praktik pro bono tidak semata-

mata bertujuan menyelesaikan konflik hukum individual, melainkan juga diarahkan 

pada pencapaian tujuan yang lebih luas, yaitu perbaikan terhadap struktur hukum yang 

timpang, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pembentukan budaya hukum 

yang berpihak pada keadilan sosial. Oleh sebab itu, banyak lembaga pro bono yang 

secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan dan reformasi hukum, yang tidak hanya 

berorientasi pada penyelesaian litigasi, tetapi juga pada transformasi sosial.  
Mekanisme Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pro Bono 

Lembaga bantuan hukum pro bono, sebagai aktor penting dalam struktur penegakan hukum di 

Indonesia, tidak sekadar menjalankan peran sebagai penyedia jasa hukum gratis, melainkan juga 

mengemban fungsi sosial yang lebih luas, yakni menjadi jembatan antara masyarakat miskin dengan 
sistem hukum yang kerap kali sulit dijangkau. Mekanisme kerja lembaga semacam ini tidak berdiri 

secara sederhana sebagai proses birokratis yang mekanistik, melainkan merupakan hasil dari interaksi 

dinamis antara prinsip keadilan, kebutuhan sosial, serta strategi advokasi yang disesuaikan dengan 

konteks konkret yang dihadapi oleh kelompok-kelompok marginal. Secara umum, kerja-kerja lembaga 

bantuan hukum dimulai dari tahap penerimaan dan identifikasi perkara yang diajukan oleh masyarakat. 

Proses ini tidak sekadar bersifat administratif seperti mengisi formulir permohonan atau menyerahkan 

dokumen—melainkan juga melibatkan asesmen sosial dan hukum yang cukup mendalam. Dalam 

asesmen tersebut, para pendamping hukum akan menggali latar belakang ekonomi pemohon, 

mengonfirmasi urgensi perkara yang dihadapi, serta menilai kemungkinan strategi penyelesaian hukum 

yang dapat ditempuh. Di titik inilah, profesionalisme dan sensitivitas sosial dari para pendamping diuji, 

sebab mereka harus mampu memilah antara perkara yang memang patut untuk didampingi secara 

menyeluruh, dengan perkara-perkara yang mungkin lebih tepat diselesaikan melalui jalur informal, 

seperti mediasi komunitas atau pendekatan kultural. Setelah perkara dinyatakan layak untuk ditangani, 

barulah lembaga akan menunjuk tim hukum yang terdiri dari advokat tetap, advokat volunteer, atau 

dalam beberapa kasus, paralegal komunitas yang telah mendapatkan pelatihan hukum dasar.  

Tim ini kemudian menyusun strategi pendampingan hukum, yang bentuknya sangat bervariasi 

tergantung dari jenis dan kompleksitas kasus baik itu litigasi di pengadilan, konsultasi hukum berkala, 

atau bahkan pendampingan administratif di instansi pemerintahan. Proses ini tidak hanya mengandalkan 

pendekatan hukum normatif, tetapi juga menuntut kemampuan untuk memahami konteks sosial-budaya 

klien, sebab dalam banyak kasus, yang menjadi hambatan bukan hanya norma hukum yang tidak adil, 

tetapi juga ketimpangan relasi kuasa antara warga miskin dan institusi negara. Yang menarik, lembaga 

bantuan hukum pro bono sering kali tidak berhenti pada penyelesaian kasus per individu, melainkan 

berupaya mengangkat kasus-kasus tersebut menjadi instrumen advokasi publik yang lebih luas. Artinya, 

perkara yang dihadapi klien tidak dilihat hanya sebagai persoalan privat, melainkan sebagai cerminan 

dari masalah struktural yang harus diintervensi secara sistemik. Dengan pendekatan tersebut, lembaga 

akan mendokumentasikan pola-pola pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang berulang, untuk 

kemudian dijadikan dasar dalam menyusun laporan advokasi, menginisiasi gugatan warga negara 

(citizen lawsuit), atau bahkan mendorong judicial review terhadap regulasi yang merugikan kelompok 

miskin. Dalam proses ini, kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa 

dilepaskan dari kerja utama lembaga. Sebab, pendampingan hukum tidak akan menghasilkan perubahan 

yang berkelanjutan apabila masyarakat tetap berada dalam posisi pasif yang hanya menunggu 

penyelesaian dari luar.  

Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum secara konsisten menggelar pelatihan hukum bagi 

komunitas, menyebarkan materi hukum populer, dan membangun jaringan paralegal berbasis 

komunitas yang mampu menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan 

hukum di tingkat akar rumput. Edukasi hukum ini tidak hanya memperluas kesadaran warga terhadap 

hak-haknya, tetapi juga menciptakan ruang bagi munculnya resistensi yang terorganisir terhadap praktik 

hukum yang eksploitatif. Sementara itu, agar mekanisme kerja ini tetap relevan dan efektif, lembaga 

juga secara periodik melakukan evaluasi internal untuk mengukur sejauh mana intervensi hukum yang 

dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan, baik bagi klien secara individu maupun bagi 
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komunitas secara lebih luas. Evaluasi tersebut tidak hanya bersifat teknis atau administratif, melainkan 

juga menyentuh aspek ideologis, seperti apakah strategi hukum yang dipilih benar-benar berpihak 

kepada keadilan substantif, atau justru secara tidak sadar mereproduksi logika hukum yang elitis dan 

eksklusif. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum dituntut untuk terus merefleksikan posisinya dalam 

lanskap hukum nasional dan mempertimbangkan strategi-strategi baru yang lebih kontekstual, 

partisipatif, dan transformatif. 

Dari keseluruhan mekanisme ini, jelas bahwa kerja lembaga bantuan hukum pro bono bukan 

sekadar tentang penyelesaian kasus hukum dalam arti sempit, melainkan tentang pembentukan struktur 

keadilan yang lebih setara, baik melalui intervensi langsung terhadap kasus-kasus konkret maupun 

melalui upaya-upaya pembaruan hukum yang bersifat sistemik. Dalam kerangka tersebut, bantuan 

hukum pro bono sejatinya merupakan bentuk paling konkret dari demokratisasi hukum yang memberi 

ruang bagi rakyat kecil untuk bersuara, berjuang, dan menang di hadapan sistem hukum yang selama 

ini kerap kali berpihak kepada mereka yang kuat secara ekonomi maupun politik.5  

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan 

Lembaga bantuan hukum pro bono memainkan peran yang sangat signifikan dalam 

mewujudkan akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini secara struktural 

maupun kultural terpinggirkan dari sistem hukum formal. Dalam konteks negara hukum yang 

menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum, keberadaan lembaga semacam ini tidak hanya 

menjadi pelengkap dari sistem peradilan yang ada, tetapi justru menjadi fondasi penting dalam 

menghidupkan makna keadilan substantif, yang tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, 

melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat tanpa diskriminasi. Peran utama lembaga bantuan hukum pro bono dalam memastikan akses 

keadilan tercermin dari komitmennya untuk menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma kepada 

individu atau kelompok masyarakat miskin yang, karena keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi 

hukum, tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur formal.  

Dengan menyediakan pendampingan hukum baik dalam bentuk litigasi di pengadilan maupun 

advokasi non-litigatif seperti mediasi, negosiasi, dan penyuluhan, lembaga ini tidak hanya membantu 

individu dalam menyelesaikan persoalan hukumnya, tetapi juga menciptakan ruang di mana warga 

negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Selain memberikan layanan hukum 

langsung, lembaga bantuan hukum pro bono juga berperan dalam membongkar hambatan-hambatan 

sistemik yang selama ini menghalangi kelompok miskin untuk memperoleh keadilan, seperti 

diskriminasi struktural, kriminalisasi warga miskin, atau kesenjangan akses informasi hukum antara 

kota dan desa. Melalui kegiatan advokasi kebijakan dan reformasi hukum, lembaga ini mendorong agar 

sistem hukum yang ada lebih inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Dengan 

kata lain, peran mereka dalam mewujudkan akses keadilan tidak berhenti pada tataran praktis, 

melainkan juga menyentuh dimensi transformasional dari sistem hukum itu sendiri.6   

Bantuan Hukum Pro Bono dan Ketimpangan Struktural 

Bantuan hukum pro bono merupakan salah satu instrumen yang berkembang dalam sistem 
peradilan untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat miskin. Secara definisi, pro bono adalah 

layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela dan tanpa bayaran kepada klien yang tidak 

mampu. Dalam banyak konteks, praktik ini menjadi bentuk solidaritas profesi hukum untuk mengatasi 

ketimpangan akses terhadap keadilan. 

Namun demikian, dalam konteks negara hukum modern, muncul pertanyaan krusial: apakah 

mekanisme yang bersifat sukarela ini dapat dijadikan alat yang efektif untuk menanggulangi 

ketimpangan struktural dalam sistem peradilan? Ketimpangan tersebut bukan hanya tentang tidak 

adanya bantuan hukum, melainkan tentang sistem hukum yang secara laten memihak kelompok yang 

memiliki sumber daya, baik dari segi informasi, ekonomi, maupun relasi kekuasaan. 

 
5 Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Bantuan Hukum. Lex Et Societatis, 8(4). 
6 Simanjuntak, B., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Tafanao, D. J. (2022). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN LEMBAGA 

BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KELURAHAN 

DWIKORA. Jurnal Abdimas Mutiara, 3(1), 702-704. 
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Dalam negara seperti Indonesia, yang menjamin hak atas bantuan hukum dalam konstitusi dan 

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seharusnya negara hadir secara aktif dalam menjamin 

pemenuhan hak tersebut. Ketika peran tersebut lebih banyak diambil alih oleh individu atau firma 

hukum melalui pro bono, muncul risiko bahwa kewajiban negara secara konstitusional menjadi kabur. 

Hal ini menciptakan dinamika di mana akses terhadap keadilan menjadi bergantung pada 

keberuntungan individu dalam menemukan advokat yang bersedia membantu secara cuma-Cuma.7  

Studi Kasus: Ibu Rumah Tangga Miskin di Makassar 

Kasus yang menjadi titik pijak dalam pembahasan ini adalah pengalaman hukum seorang ibu 

rumah tangga miskin di Kota Makassar yang didakwa sebagai kurir narkoba. Perempuan tersebut 

berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang sangat terbatas: ia tidak memiliki pekerjaan tetap, 

pendidikan formal rendah, serta tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya 

dalam proses hukum.8 Situasi ini membuatnya berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap 

kriminalisasi, terlebih dalam perkara narkotika yang sering kali diwarnai dengan pendekatan represif 

oleh aparat penegak hukum. 

Penangkapan terhadap ibu tersebut berlangsung tanpa didampingi penasihat hukum, dan ia 

tidak memahami dakwaan yang ditujukan kepadanya. Ia sempat ditahan dan menghadapi ancaman 

hukuman berat, padahal tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya secara aktif 

dalam jaringan peredaran narkoba. Ia hanyalah pihak yang secara tidak sadar terlibat karena diperalat 

oleh pihak lain yang memanfaatkan ketidaktahuannya. Dalam kondisi tersebut, bantuan hukum menjadi 

sangat krusial, tetapi ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara. 

Intervensi dari seorang advokat dari M81 Law Firm di Makassar menjadi titik balik yang sangat 

signifikan. Advokat tersebut memberikan pendampingan secara pro bono, mulai dari proses penyidikan 

hingga ke tahap persidangan. Dalam proses pembelaan, advokat berhasil menunjukkan berbagai 

kejanggalan dalam prosedur penangkapan dan penyidikan, termasuk minimnya alat bukti serta tidak 

adanya keterlibatan aktif klien dalam kepemilikan atau distribusi narkotika. Melalui strategi pembelaan 

yang kuat dan berbasiskan prinsip due process of law, ibu rumah tangga tersebut akhirnya divonis bebas 

oleh pengadilan. 

Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik bantuan hukum pro bono dapat memiliki dampak 

konkret dalam mencegah terjadinya kekeliruan penegakan hukum terhadap kelompok miskin yang tidak 

memiliki akses terhadap sistem peradilan. Tanpa pendampingan tersebut, besar kemungkinan individu 

seperti ibu ini akan mengalami criminal injustice dan menjadi korban dari sistem hukum yang tidak 

ramah terhadap kelompok marginal. Bantuan hukum dalam konteks ini menjadi lebih dari sekadar 

representasi legal; ia juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. 
Akan tetapi, kasus ini juga membuka ruang refleksi kritis. Keberhasilan advokat dalam 

membebaskan kliennya dari dakwaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem hukum secara 

keseluruhan telah bekerja secara adil bagi masyarakat miskin. Justru sebaliknya, keberhasilan ini 

menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih bersifat eksklusif dan bergantung pada faktor 

eksternal seperti inisiatif advokat, ketersediaan sumber daya hukum di wilayah tersebut, dan 
keberuntungan klien dalam menemukan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pro bono, meskipun 

berdampak besar secara individual, belum tentu mampu menjawab persoalan struktural yang lebih luas 

dalam sistem peradilan. 

Dengan demikian, studi kasus ini bukan hanya menggambarkan bagaimana praktik bantuan hukum pro 

bono dapat menyelamatkan satu individu dari ketidakadilan, tetapi juga menggarisbawahi keterbatasan 

sistemik yang perlu mendapat perhatian serius dari negara sebagai penanggung jawab utama 

pemenuhan hak atas bantuan hukum.  

Efektivitas Pro Bono: Solusi Individual vs Masalah Struktural 

 
7 Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional 
Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 49(1), 181-201. 
8 Sundari, P. R., Nasution, A. H., Juliati, D., Radila, E., Fitriyani, R., & Revalina, S. (2025). ADVOKASI PRO BONO SEBAGAI SARANA 

PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI KOMUNITAS MARJINAL: ANALISIS NORMATIF DI INDONESIA. Jurnal Studi 

Multidisipliner, 9(1). 
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Keberhasilan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono memiliki 

dampak yang signifikan dalam menyelamatkan individu dari kesalahan penegakan hukum yang terjadi 

akibat ketidakpahaman atau ketidakmampuan finansial dalam mengakses layanan hukum yang 

memadai. Akan tetapi, meskipun bantuan hukum pro bono dapat memberikan solusi bagi kasus-kasus 

individu, capaian tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai solusi terhadap ketimpangan 

struktural yang lebih luas dalam sistem peradilan. Pro bono, dalam konteks ini, hanya hadir sebagai 

respons reaktif terhadap kebutuhan hukum yang mendesak, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan 

yang terstruktur dan merata. Hal ini menunjukkan keterbatasan dari bantuan hukum pro bono, yang 

tidak mampu menjangkau akar permasalahan ketimpangan dalam distribusi akses terhadap keadilan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh, keadilan substantif—yakni keadilan yang menuntut 

pemerataan hak-hak hukum di seluruh lapisan masyarakat—hanya dapat dicapai apabila negara 

menjamin akses terhadap hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Negara, dalam hal ini, berperan 

sebagai penyedia utama bagi akses keadilan, bukan hanya sekadar mengandalkan inisiatif individu atau 

kemurahan hati dari para profesional hukum. Dalam praktiknya, distribusi bantuan hukum pro bono 

sering kali terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan lebih mudah diakses oleh individu yang memiliki 

tingkat pendidikan lebih tinggi, jaringan sosial yang lebih kuat, dan sumber daya ekonomi yang lebih 

memadai. Sebaliknya, masyarakat miskin di daerah terpencil atau mereka yang tidak memiliki 

informasi yang cukup tetap berada di luar jangkauan keadilan. Hal ini menggambarkan betapa 

terbatasnya cakupan bantuan hukum pro bono dalam mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama 

kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan hukum.9  

Di samping itu, ketergantungan pada bantuan hukum pro bono memperburuk ketimpangan 

akses terhadap keadilan, karena mekanisme ini seringkali bersifat sporadis dan tidak dapat diandalkan 

dalam jangka panjang. Bantuan hukum pro bono memang dapat menjadi "solusi sementara" yang 

krusial bagi individu yang terjerat kasus hukum, tetapi ia tidak memberikan jaminan sistemik bagi 

masyarakat luas untuk mendapatkan akses hukum yang adil. Oleh karena itu, meskipun bantuan hukum 

pro bono dapat menyelesaikan kasus secara individual, ia tidak menyentuh akar masalah struktural yang 

lebih dalam, yaitu ketimpangan sistemik dalam struktur hukum itu sendiri. Ketimpangan ini meliputi 

kurangnya fasilitas hukum di daerah-daerah tertentu, terbatasnya jumlah advokat yang bersedia 

melakukan pro bono, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka. 

Selain itu, peran negara yang lemah dalam menyediakan bantuan hukum secara merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, semakin memperparah kondisi ini. 

Dengan demikian, meskipun praktik pro bono dapat memberikan solusi bagi beberapa individu 

dalam memperoleh keadilan, ia tidak dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dalam mengatasi 

ketimpangan struktural dalam sistem peradilan. Bantuan hukum pro bono seharusnya tidak 

menggantikan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status 

sosial-ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi 

ketimpangan dalam sistem peradilan harus mencakup reformasi struktural yang memungkinkan negara 

untuk menyediakan akses hukum yang setara dan menyeluruh bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya 
mengandalkan peran individu atau lembaga swasta yang terbatas dalam kapasitas dan jangkauan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa bantuan 

hukum pro bono memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip keadilan substantif serta 

perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak atas akses keadilan bagi 

kelompok miskin dan rentan. Kehadiran layanan hukum cuma-cuma oleh advokat tidak sekadar 

mencerminkan kepedulian sosial dan tanggung jawab etis profesi hukum, melainkan juga merupakan 

perwujudan nyata dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. 

Namun demikian, implementasi bantuan hukum pro bono di lapangan masih menghadapi tantangan 

yang bersifat struktural, seperti keterbatasan dukungan institusional, belum optimalnya mekanisme 

 
9 Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), hal 231–247. 
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pengawasan, serta disparitas geografis dan sosial yang memperkuat ketimpangan dalam distribusi 

layanan hukum. 

Meskipun praktik bantuan hukum pro bono telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai 

perkara individual—seperti yang ditunjukkan melalui studi kasus pendampingan terhadap terdakwa dari 

kelompok miskin—upaya ini belum sepenuhnya mampu menjawab akar persoalan ketimpangan 

sistemik dalam sistem peradilan. Ketergantungan pada inisiatif sukarela advokat menunjukkan masih 

adanya kekosongan dalam pemenuhan tanggung jawab negara untuk menjamin akses hukum yang 

setara bagi seluruh warga negara. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran bantuan hukum 

pro bono secara sistemik. Negara perlu mengambil peran aktif dalam menjamin keberlanjutan dan 

pemerataan layanan hukum melalui reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Di sisi lain, 

pemberian insentif dan apresiasi terhadap advokat yang terlibat aktif dalam praktik pro bono juga 

penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Pendidikan hukum juga harus 

diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial dan kepekaan terhadap isu-isu keadilan, melalui integrasi 

program klinik hukum dan magang di lembaga bantuan hukum dalam kurikulum. Selain itu, penguatan 

sistem monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberpihakan layanan 

hukum yang diberikan. Sinergi lintas sektor antara negara, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, 

institusi pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun sistem hukum yang 

inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok marjinal. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono tidak 

hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga fondasi penting dalam upaya kolektif untuk menciptakan 

sistem peradilan yang lebih manusiawi dan demokratis. 
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